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Abstract

This study examines the effectiveness of the 30% women’s quota policy in strengthening women’s
political representation in the Jakarta Provincial Regional House of Representatives for the 2024—
2029 period. A quantitative associative approach was employed using survey data from 117
respondents residing in Jakarta. Data were collected through a structured questionnaire using a
five-point Likert scale and analyzed with simple linear regression in IBM SPSS. The findings show
that perceptions of the effectiveness of the 30% women’s quota policy have a positive and
significant effect on perceptions of women's political representation. The regression coefficient is
0.885 with a t-value of 11.130 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination is
0.519, indicating that 51.9% of the variation in perceived women’s political representation is
explained by the perceived effectiveness of the quota policy, while 48.1% is influenced by other
factors. These results confirm that affirmative quota policies remain important, but their
effectiveness requires substantive implementation, stronger party recruitment, and broader support
for women’s political participation. The policy should therefore move beyond administrative
compliance toward meaningful electoral opportunities and legislative influence.

Keywords: Affirmative Policy, Gender Quota, Political Representation, Women’s Representation,
Legislative Politics.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dalam memperkuat
representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta periode
2024-2029. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data survei dari 117
responden yang berdomisili di DKI Jakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur
menggunakan skala Likert lima tingkat dan dianalisis dengan regresi linear sederhana menggunakan
IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas kebijakan kuota 30%
perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi representasi politik perempuan.
Koefisien regresi sebesar 0,885 dengan nilai t sebesar 11,130 dan tingkat signifikansi 0,000.
Koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa 51,9% variasi persepsi representasi
politik perempuan dapat dijelaskan oleh persepsi efektivitas kebijakan kuota, sedangkan 48,1%
dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan afirmatif tetap penting,
tetapi efektivitasnya memerlukan implementasi substantif, penguatan rekrutmen partai, serta
dukungan yang lebih luas terhadap partisipasi politik perempuan. Kebijakan kuota karena itu perlu
diarahkan melampaui kepatuhan administratif menuju perluasan peluang elektoral dan pengaruh
legislatif yang lebih bermakna.

Kata Kunci: Kebijakan Afirmatif, Kuota Gender, Politik Legislatif, Representasi Perempuan,
Representasi Politik.
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PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam lembaga politik merupakan salah satu indikator penting bagi
kualitas demokrasi karena komposisi lembaga perwakilan menentukan sejauh mana keragaman
kepentingan masyarakat memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan. Representasi
perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan
politik, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem politik dalam membuka akses yang setara
terhadap pencalonan, kompetisi elektoral, dan pengaruh dalam penyusunan kebijakan publik.
Mechkova et al. (2024) menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan tata
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kelola pemerintahan dan pembangunan manusia, sedangkan Tusalem (2022) menegaskan pentingnya
melihat keterwakilan perempuan dari dimensi deskriptif sekaligus substantif. Keterwakilan yang lebih
inklusif karena itu menjadi bagian dari agenda demokratisasi yang menempatkan kesetaraan akses
politik sebagai unsur penting dalam legitimasi lembaga perwakilan.

Ketimpangan representasi antara perempuan dan laki-laki mendorong banyak negara
menerapkan kebijakan kuota gender sebagai bentuk tindakan afirmatif untuk mengurangi hambatan
struktural dalam proses rekrutmen politik. Kebijakan tersebut pada prinsipnya menetapkan proporsi
minimum perempuan dalam daftar kandidat agar partai politik tidak sepenuhnya menyerahkan proses
pencalonan kepada mekanisme internal yang secara historis cenderung didominasi oleh laki-laki.
Studi lintas negara menunjukkan bahwa kuota legislatif dapat meningkatkan peluang perempuan
memasuki arena elektoral, meskipun besarnya pengaruh sangat dipengaruhi oleh desain sistem
pemilu, kepatuhan partai, mekanisme penempatan kandidat, dan tingkat kompetisi politik (Gorecki &
Pierzgalski, 2022; Su & Chen, 2025). Fernandes et al. (2024) bahkan menemukan bahwa efektivitas
kuota gender tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kompetisi politik yang menentukan apakah
ketentuan kuota berfungsi sebagai mekanisme substantif atau hanya sebagai pemenuhan persyaratan
pencalonan.

Indonesia mengadopsi kebijakan afirmatif melalui kewajiban keterwakilan perempuan paling
sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, yang kemudian
dipertegas melalui pengaturan penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan dalam setiap tiga
nama calon. Kebijakan ini menempatkan partai politik sebagai aktor utama karena keberhasilan
afirmasi tidak berhenti pada pemenuhan persentase kandidat, tetapi juga bergantung pada proses
rekrutmen, kaderisasi, penempatan nomor urut, dukungan organisasi, dan sumber daya elektoral yang
diberikan kepada kandidat perempuan. Ruriana et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan
representasi perempuan dalam parlemen Indonesia tetap berkaitan erat dengan perilaku serta strategi
partai politik, sedangkan Damayanti et al. (2024) menempatkan kuota 30% sebagai instrumen penting
dalam memperluas peluang politik perempuan. Persoalannya, terpenuhinya angka 30% pada tahap
pencalonan belum secara otomatis menghasilkan proporsi keterpilihan perempuan dalam jumlah yang
setara karena kandidat tetap menghadapi kompetisi elektoral dan hambatan sosial-politik setelah
memasuki daftar calon.

Kesenjangan antara pencalonan dan keterpilihan memperlihatkan bahwa efektivitas kuota tidak
cukup dinilai dari keberhasilan memenuhi persyaratan administratif dalam daftar kandidat. Spaziani
(2022) menunjukkan bahwa kuota gender dapat membantu mengurangi hambatan menuju jabatan
politik, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan desain kebijakan dalam mengubah peluang
elektoral perempuan secara nyata, sementara Kaur dan Philips (2023) menemukan bahwa pengaruh
kuota terhadap representasi numerik dapat menghasilkan efek yang berbeda pada lingkungan politik
yang berbeda. Persoalan serupa muncul ketika perempuan yang telah masuk ke dalam kompetisi
politik masih berhadapan dengan stereotip gender, struktur partai yang maskulin, keterbatasan sumber
daya, serta preferensi pemilih yang dapat mengurangi peluang mereka untuk terpilih. White et al.
(2024) memperlihatkan bahwa patriarki politik dan sikap sosial terhadap perempuan masih menjadi
faktor penting dalam menjelaskan keterbatasan representasi perempuan di Indonesia, sehingga
evaluasi kebijakan afirmatif perlu bergerak melampaui ukuran pemenuhan kuota pencalonan.

DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan ruang yang relevan untuk menguji persoalan tersebut
karena lembaga legislatif daerah tidak hanya menjadi arena representasi kepentingan masyarakat
perkotaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan kebijakan pada wilayah dengan
dinamika politik yang tinggi. Penelitian ini menempatkan efektivitas kuota 30% sebagai persoalan
kebijakan yang perlu dinilai melalui persepsi masyarakat karena legitimasi kebijakan afirmatif tidak
hanya dibangun oleh kepatuhan formal partai, tetapi juga oleh keyakinan publik bahwa kebijakan
tersebut menghasilkan keterwakilan perempuan yang bermakna. Temuan Kim dan Fallon (2023)
menunjukkan bahwa keberadaan kuota gender dapat membentuk sikap masyarakat terhadap
perempuan dalam politik, sedangkan Baniamin dan Jamil (2022) memperlihatkan bahwa representasi
perempuan dapat berkaitan dengan persepsi publik mengenai keadilan, kepercayaan, dan kinerja
pemerintahan. Perspektif masyarakat menjadi penting karena keberhasilan peningkatan jumlah
perempuan dalam politik belum tentu menghasilkan penilaian positif apabila publik melihat
keterwakilan tersebut hanya sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban administratif.
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Literatur mutakhir menunjukkan bahwa penelitian tentang kuota gender telah berkembang dari
pertanyaan mengenai peningkatan jumlah perempuan menuju persoalan kualitas kandidat, legitimasi,
penerimaan publik, dan konsekuensi substantif dari representasi perempuan. Aldrich dan Daniel
(2024) menemukan bahwa penerapan kuota dapat dianalisis bersama dengan kualitas serta kualifikasi
anggota parlemen, sementara Radojevic (2023) menunjukkan bahwa kandidat yang memperoleh
peluang melalui mekanisme kuota tidak serta-merta dipersepsikan memiliki kompetensi yang lebih
rendah oleh elite partai. Kajian lain memperlihatkan adanya kemungkinan resistensi terhadap
kebijakan kuota, termasuk reaksi negatif kelompok tertentu dan bentuk backlash terhadap
meningkatnya keterlibatan perempuan dalam politik (Kim & Kweon, 2022; Shiran, 2024). Rangkaian
temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kuota gender merupakan fenomena
multidimensional yang mencakup akses kandidat, peluang keterpilihan, penerimaan masyarakat,
legitimasi politik, serta kapasitas perempuan untuk menjalankan fungsi representasi.

Kajian mengenai representasi perempuan di Indonesia telah banyak membahas persoalan
regulasi, partai politik, struktur patriarki, dan hambatan elektoral, tetapi pengujian kuantitatif yang
secara khusus menghubungkan persepsi masyarakat mengenai efektivitas kuota 30% dengan penilaian
mereka terhadap representasi politik perempuan pada tingkat legislatif daerah masih relatif terbatas.
Keterbatasan tersebut menjadi penting karena efektivitas kebijakan pada tingkat formal belum tentu
identik dengan efektivitas yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima dan penilai hasil dari
proses politik. Penelitian mengenai dukungan publik terhadap kuota menunjukkan bahwa penerimaan
masyarakat dipengaruhi oleh penilaian terhadap kualitas representasi, intervensi negara, serta persepsi
mengenai keadilan politik (Miura et al., 2023), sementara Williams dan Snipes (2025) menunjukkan
bahwa kebijakan kuota juga dapat berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap kualitas
demokrasi. Celah penelitian ini membuka kebutuhan untuk menempatkan persepsi masyarakat
sebagai unit analisis guna menjelaskan apakah kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memperluas
akses perempuan juga berkorelasi dengan semakin kuatnya penilaian publik terhadap representasi
politik perempuan.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat mengenai efektivitas
kebijakan kuota 30% perempuan terhadap persepsi representasi politik perempuan di DPRD Provinsi
DKI Jakarta periode 2024-2029. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian hubungan antara
evaluasi publik terhadap instrumen afirmatif dan penilaian terhadap representasi perempuan melalui
pendekatan kuantitatif, sehingga kajian tidak berhenti pada analisis norma kuota maupun jumlah
kandidat yang dicalonkan oleh partai politik. Pendekatan tersebut relevan dengan perkembangan
penelitian kontemporer yang menilai efektivitas kuota berdasarkan konsekuensi politik yang lebih
luas, mulai dari peningkatan representasi elektoral hingga perubahan pengetahuan dan sikap
masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik (Venturini, 2025; Su & Chen, 2025). Hasil
penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana persepsi keberhasilan
pelaksanaan kuota 30% berkontribusi terhadap terbentuknya penilaian positif masyarakat mengenai
representasi politik perempuan sekaligus memberikan dasar evaluasi bagi penguatan kebijakan
afirmatif pada pemilu berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis
pengaruh persepsi masyarakat mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan sebagai variabel
independen terhadap persepsi representasi politik perempuan sebagai variabel dependen. Penelitian
dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan 117 responden yang berdomisili di wilayah
tersebut dan memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang dapat memberikan penilaian terhadap
implementasi kebijakan serta representasi politik perempuan. Data primer dikumpulkan melalui
kuesioner terstruktur yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Setiap pernyataan
diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju” sampai
skor 5 untuk “Sangat Setuju”, sehingga persepsi responden terhadap kedua variabel dapat dikonversi
menjadi data kuantitatif yang terukur.

Variabel efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan diukur melalui dimensi pengetahuan
terhadap kebijakan, kepatuhan aktor politik, dampak kebijakan, efektivitas pelaksanaan, serta urgensi
dan relevansi kebijakan, sedangkan representasi politik perempuan diukur melalui dimensi
representasi deskriptif, representasi substantif, dan evaluasi keterwakilan secara sistemik. Data yang
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diperoleh kemudian diolah menggunakan IBM SPSS dan dianalisis dengan regresi linear sederhana
untuk mengidentifikasi arah serta besarnya pengaruh variabel efektivitas kebijakan terhadap
representasi politik perempuan. Pengujian signifikansi dilakukan melalui nilai koefisien regresi dan
uji t, sedangkan koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi representasi
politik perempuan yang dapat dijelaskan oleh efektivitas kebijakan kuota 30%. Hasil analisis tersebut
menjadi dasar untuk menilai apakah persepsi masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan
afirmatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mereka mengenai representasi

politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024—2029.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dimensi Teoretis Indikator/Pertanyaan Kuesioner Skala
Efektivitas Sosialisasi & Pengetahuan 1. Saya mengetahui adanya kebijakan Likert
Kebijakan Kuota Kebijakan (Policy kuota 30% perempuan dalam politik.  1-5
30%  Perempuan Awareness)

X)
Implementasi & Kepatuhan 2. Partai politik telah menjalankan Likert
Aktor (Policy Compliance)  kebijakan kuota 30% perempuan 1-5
dalam pencalonan legislatif.
Dampak & Output 3. Kebijakan kuota 30% perempuan Likert
Kebijakan (Policy Impact) telah meningkatkan jumlah calon 1-5
legislatif perempuan.
Efektivitas Sistem 4. Kebijakan kuota 30% perempuan Likert
Kebijakan (Policy berjalan dengan efektif di Indonesia.  1-5
Effectiveness)
Urgensi & Relevansi 5. Kebijakan kuota 30% perempuan Likert
Kebijakan (Policy merupakan kebijakan yang penting 1-5
Relevance) dalam politik.
Representasi Politik Representasi 1. Perempuan sudah cukup terwakili Likert
Perempuan (Y) Deskriptif/Numerik dalam lembaga legislatif. 1-5
(Descriptive
Representation)
Representasi 2. Jumlah perempuan di lembaga Likert
Deskriptif/Numerik politik saat ini sudah meningkat. 1-5
(Descriptive
Representation)
Representasi 3. Kehadiran perempuan dalam Likert
Substantif/Kualitas politik memberikan pengaruh dalam 1-5
Pengaruh (Substantive pengambilan keputusan.
Influence)
Representasi 4. Suara perempuan dalam politik Likert
Substantif/Kualitas telah diperhatikan dengan baik. 1-5
Pengaruh (Substantive
Influence)
Evaluasi Keterwakilan 5. Representasi politik perempuan di Likert
Sistemik (Systemic Indonesia sudah Dberjalan dengan 1-5
Evaluation) baik.
Sumber: Diolah peneliti berdasarkan instrumen penelitian, 2026.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosiodemografis Responden dan Basis Persepsi terhadap Representasi Politik

Perempuan

Analisis karakteristik responden diperlukan untuk memahami basis sosial dari penilaian
masyarakat terhadap efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dan representasi politik perempuan
di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Persepsi atas kebijakan afirmatif tidak terbentuk secara terpisah dari



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Vol 2 No 1 September 2026

karakteristik individu karena pengalaman sosial, posisi gender, usia, pendidikan, dan lingkungan
politik dapat memengaruhi cara seseorang mengevaluasi keterwakilan perempuan. Baniamin dan
Jamil (2022) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam institusi pemerintahan dapat
berhubungan dengan penilaian publik mengenai keadilan, kepercayaan, dan kinerja pemerintahan.
Karakteristik 117 responden dalam penelitian ini karena itu menjadi konteks empiris yang penting
sebelum hubungan antara efektivitas kebijakan dan representasi politik dianalisis lebih lanjut.

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa perempuan merupakan
kelompok terbesar, yaitu 83 orang atau 70,94%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 34 orang
atau 29,06%. Struktur tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kebijakan kuota perempuan
dalam penelitian ini banyak berasal dari kelompok yang secara langsung menjadi sasaran normatif
dari kebijakan afirmatif berbasis gender. Kim dan Fallon (2023) menjelaskan bahwa keberadaan
kebijakan kuota dapat meningkatkan visibilitas perempuan dalam politik sekaligus memengaruhi
sikap masyarakat terhadap kapasitas perempuan sebagai aktor politik. Dominasi responden
perempuan perlu dibaca sebagai karakteristik sampel yang dapat memperkaya perspektif mengenai
pengalaman representasi, tetapi juga harus diperhatikan ketika hasil penelitian ditafsirkan agar
kesimpulan tidak dianggap mencerminkan distribusi gender seluruh penduduk DKI Jakarta secara
proporsional.

Struktur usia responden memperlihatkan konsentrasi kuat pada kelompok pemilih muda dengan
59 responden atau 50,43% berada pada rentang usia 21-25 tahun. Kelompok usia 26-30 tahun
berjumlah 23 orang atau 19,66%, kelompok 17-20 tahun sebanyak 21 orang atau 17,95%, sedangkan
responden berusia lebih dari 30 tahun berjumlah 14 orang atau 11,97%. Komposisi tersebut
menempatkan generasi muda sebagai sumber utama data persepsi dalam penelitian, sehingga hasil
yang diperoleh banyak menggambarkan cara kelompok usia produktif awal memandang kebijakan
afirmatif dan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. Skorge (2023) menegaskan bahwa
desain sistem politik dan peluang representasi dapat berpengaruh terhadap mobilisasi kelompok yang
selama ini kurang terwakili, sehingga orientasi pemilih muda terhadap keterlibatan perempuan
menjadi aspek yang relevan dalam membaca keberlanjutan representasi politik.

Tingkat pendidikan responden juga menunjukkan karakteristik yang relatif tinggi karena 75
responden atau 64,10% merupakan lulusan Sarjana (S1), sedangkan 35 orang atau 29,91%
berpendidikan SMA atau sederajat. Responden dengan pendidikan Diploma berjumlah 4 orang atau
3,42%, sementara lulusan Pascasarjana sebanyak 3 orang atau 2,56%. Komposisi pendidikan tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memperoleh pengalaman pendidikan formal
pada tingkat perguruan tinggi yang berpotensi mendukung kemampuan mereka dalam memahami isu
representasi politik dan kebijakan afirmatif. Venturini (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara
kuota gender dan pengetahuan politik menjadi dimensi penting dalam menilai konsekuensi kebijakan
afirmatif, sebab keberadaan perempuan dalam struktur politik dapat berinteraksi dengan proses
pembentukan pengetahuan dan penilaian masyarakat.

Sebaran wilayah domisili memperlihatkan bahwa responden berasal dari lima kota administratif
di DKI Jakarta, meskipun distribusinya tidak sepenuhnya merata. Jakarta Selatan memiliki jumlah
responden terbesar dengan 37 orang atau 31,62%, diikuti Jakarta Timur sebanyak 25 orang atau
21,37%, Jakarta Barat sebanyak 24 orang atau 20,51%, Jakarta Pusat sebanyak 22 orang atau 18,80%,
dan Jakarta Utara sebanyak 9 orang atau 7,69%, sedangkan Kepulauan Seribu tidak memiliki
responden. Variasi geografis ini memungkinkan penelitian menangkap persepsi dari beberapa wilayah
perkotaan dengan karakter sosial-politik yang berbeda, tetapi tidak dapat mengklaim representasi
empiris bagi masyarakat Kepulauan Seribu karena tidak terdapat responden dari wilayah tersebut.
White et al. (2024) menunjukkan bahwa sikap terhadap perempuan dalam politik Indonesia berkaitan
dengan konfigurasi sosial dan politik yang kompleks, sehingga distribusi wilayah responden tetap
penting untuk dipertimbangkan ketika menafsirkan temuan.

Tabel 2. Karakteristik Sosio-Demografis Responden

Karakteristik Demografi Frekuensi (N=117) Persentase (%)
Jenis Kelamin
Laki-laki 34 29,06%

Perempuan 83 70,94%
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Kelompok Usia

17-20 tahun 21 17,95%
21-25 tahun 59 50,43%
26-30 tahun 23 19,66%
> 30 tahun 14 11,97%
Kota Administrasi Domisili

Jakarta Selatan 37 31,62%
Jakarta Timur 25 21,37%
Jakarta Barat 24 20,51%
Jakarta Pusat 22 18,80%
Jakarta Utara 9 7,69%
Kepulauan Seribu 0 0,00%
Pendidikan Terakhir

SMA / Sederajat 35 29.91%
Diploma (D1/D2/D3/D4) 4 3,42%
Sarjana (S1) 75 64,10%
Pascasarjana (S2 atau lebih tinggi) 3 2,56%
Total 117 100,00%

Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS, 2026).

Profil pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa responden penelitian didominasi oleh perempuan
muda berpendidikan tinggi yang tinggal di kawasan perkotaan utama DKI Jakarta. Karakter tersebut
relevan karena kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan relatif tinggi mempunyai akses yang
lebih besar terhadap informasi mengenai pemilu, partai politik, kandidat, dan isu kesetaraan gender
dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi politik. Miura et al. (2023)
menemukan bahwa dukungan terhadap kuota gender tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin,
tetapi juga oleh penilaian terhadap kualitas representasi dan legitimasi intervensi negara untuk
memperbaiki ketimpangan politik. Persepsi efektivitas kuota 30% dalam penelitian ini karenanya
dapat dipahami sebagai evaluasi masyarakat yang terbentuk melalui kombinasi pengalaman gender,
informasi politik, dan penilaian terhadap kemampuan kebijakan dalam menghasilkan perubahan
representasi.

Dominasi responden perempuan juga memiliki relevansi substantif karena kelompok
perempuan dapat mengalami secara langsung kesenjangan antara keberadaan aturan afirmatif dan
kondisi representasi dalam praktik politik. Kebijakan kuota memberikan akses formal pada tahap
pencalonan, tetapi pengalaman mengenai keterwakilan tidak berhenti pada terpenuhinya persentase
perempuan dalam daftar kandidat karena masyarakat juga menilai apakah perempuan benar-benar
memperoleh peluang untuk terpilih dan menjalankan fungsi politik. Gorecki dan Pierzgalski (2022)
menemukan bahwa kuota kandidat dapat meningkatkan representasi deskriptif perempuan, meskipun
efektivitasnya dipengaruhi oleh karakter sistem pemilihan yang digunakan. Profeta dan Woodhouse
(2022) juga menegaskan bahwa aturan elektoral berinteraksi dengan keterwakilan perempuan dan
karakter kandidat, sehingga evaluasi publik terhadap kuota tidak dapat disederhanakan hanya sebagai
penilaian terhadap angka 30%.

Konsentrasi responden pada kelompok usia 21-25 tahun memberikan dimensi khusus terhadap
hasil penelitian karena kelompok tersebut tumbuh dalam lingkungan politik yang semakin
terdigitalisasi dan memiliki akses luas terhadap informasi mengenai kandidat maupun aktivitas
lembaga legislatif. Pemilih muda dapat mengamati representasi perempuan bukan hanya melalui
kampanye formal, tetapi juga melalui pemberitaan digital, media sosial, rekam jejak politisi, dan
perdebatan mengenai kesetaraan gender. Kim dan Kweon (2022) menunjukkan bahwa kebijakan
kuota bahkan dapat menghasilkan respons yang berbeda pada kelompok muda, termasuk potensi
penolakan ketika kebijakan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap posisi kelompok tertentu.
Temuan tersebut menegaskan bahwa usia responden penting dalam menjelaskan mengapa dukungan
terhadap kebijakan kuota dapat berjalan beriringan dengan kritik terhadap kualitas implementasi
maupun hasil representasinya.

Tingkat pendidikan responden yang didominasi Iulusan sarjana memperkuat kebutuhan untuk
membaca efektivitas kebijakan secara lebih substantif daripada sekadar kepatuhan administratif partai
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politik. Responden dengan akses pendidikan tinggi berpotensi mengevaluasi bukan hanya jumlah
kandidat perempuan, tetapi juga kompetensi, integritas, peran dalam pengambilan keputusan, serta
kemampuan anggota legislatif perempuan memperjuangkan kepentingan publik. Aldrich dan Daniel
(2024) menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kuota gender perlu ditempatkan bersama
persoalan kualifikasi anggota parlemen, sedangkan Radojevic (2023) menemukan bahwa perempuan
yang masuk melalui mekanisme kuota tidak secara otomatis dianggap kurang kompeten oleh elite
partai. Perspektif tersebut sejalan dengan kebutuhan penelitian ini untuk membedakan keberhasilan
membuka akses politik dari kualitas representasi yang dirasakan masyarakat setelah perempuan
memperoleh ruang dalam lembaga legislatif.

Sebaran domisili yang terkonsentrasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan
Jakarta Pusat juga mencerminkan kuatnya karakter metropolitan dalam basis responden penelitian.
Lingkungan perkotaan menyediakan ruang interaksi politik yang intensif melalui media, organisasi
masyarakat, perguruan tinggi, komunitas profesional, dan aktivitas pemerintahan, sehingga evaluasi
terhadap keterwakilan perempuan dapat terbentuk melalui berbagai sumber informasi. Mechkova et
al. (2024) mengaitkan keterwakilan politik perempuan dengan dimensi tata kelola dan pembangunan
manusia, sedangkan Tusalem (2022) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam
lembaga legislatif perlu dinilai bersama dengan kemampuan representasi tersebut menghasilkan
konsekuensi substantif. Tidak adanya responden dari Kepulauan Seribu tetap menjadi batas empiris
yang perlu dinyatakan secara eksplisit karena struktur sosial dan akses politik wilayah kepulauan tidak
tercakup dalam data penelitian ini.

Karakteristik sosiodemografis tersebut pada akhirnya memberikan fondasi untuk memahami
hasil pengujian hubungan antara efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dan representasi politik
perempuan pada analisis berikutnya. Komposisi sampel menunjukkan bahwa penilaian dalam
penelitian ini terutama berasal dari perempuan, kelompok usia muda, lulusan perguruan tinggi, dan
penduduk kawasan urban DKI Jakarta yang memiliki karakteristik tertentu dalam mengakses serta
mengevaluasi informasi politik. Williams dan Snipes (2025) menunjukkan bahwa respons publik
terhadap kebijakan kuota dapat berhubungan dengan cara masyarakat menilai kualitas demokrasi,
sementara Su dan Chen (2025) memperlihatkan bahwa efektivitas kuota legislatif harus dinilai dalam
lintasan waktu dan mekanisme kelembagaan yang menghubungkan aturan pencalonan dengan hasil
representasi. Profil responden tersebut menjadi pijakan analitis untuk menguji apakah penilaian positif
terhadap pelaksanaan kuota 30% benar-benar berkaitan dengan semakin positifnya persepsi
masyarakat terhadap representasi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Efektivitas Kebijakan Kuota 30% terhadap Representasi Politik Perempuan

Hasil pengujian regresi linear sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara persepsi
masyarakat mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dan persepsi mereka terhadap
representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Persamaan regresi yang terbentuk
adalah Y=1,287+0,885XY = 1,287 + 0,885X, yang menunjukkan bahwa peningkatan penilaian
terhadap efektivitas kebijakan diikuti oleh peningkatan penilaian terhadap representasi politik
perempuan. Temuan ini sejalan dengan Su dan Chen (2025) yang menunjukkan bahwa kuota legislatif
dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan representasi perempuan apabila mekanisme
kelembagaan mendukung pelaksanaannya secara konsisten. Hubungan tersebut memperlihatkan
bahwa masyarakat tidak memandang kebijakan kuota hanya sebagai aturan pencalonan, tetapi juga
mengaitkannya dengan hasil representasi yang terlihat dalam lembaga politik.

Koefisien regresi sebesar 0,885 menunjukkan arah pengaruh yang positif dan relatif kuat dalam
model penelitian. Setiap peningkatan satu satuan persepsi mengenai efektivitas kebijakan kuota 30%
diasosiasikan dengan peningkatan sebesar 0,885 satuan pada persepsi representasi politik perempuan,
dengan asumsi faktor lain berada dalam kondisi tetap. Fernandes et al. (2024) menegaskan bahwa
efektivitas kuota gender sangat dipengaruhi oleh lingkungan kompetisi politik dan kapasitas institusi
dalam menerjemahkan aturan afirmatif menjadi peluang elektoral yang nyata. Besarnya koefisien
dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa responden cenderung menghubungkan kualitas
implementasi kebijakan di tahap pencalonan dengan kualitas representasi perempuan pada tahap
setelah pemilu.

Nilai t-hitung sebesar 11,130 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh
variabel efektivitas kebijakan terhadap representasi politik perempuan secara statistik sangat
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signifikan. Nilai signifikansi yang berada jauh di bawah ambang 0,05 memberikan dasar untuk
menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis penelitian mengenai adanya pengaruh positif antara
kedua variabel. Motghare (2023) menunjukkan bahwa kebijakan kuota gender dapat menghasilkan
efek kontemporer maupun berkelanjutan terhadap representasi politik, sehingga pengaruh kebijakan
afirmatif tidak berhenti pada periode pencalonan semata. Hasil penelitian ini memperkuat argumen
bahwa persepsi publik terhadap kualitas pelaksanaan kuota berkaitan erat dengan cara masyarakat
menilai keberhasilan representasi perempuan dalam struktur politik.

Nilai konstanta sebesar 1,287 menunjukkan tingkat dasar persepsi representasi politik
perempuan ketika variabel efektivitas kebijakan diasumsikan bernilai nol, meskipun konstanta
tersebut secara statistik tidak signifikan karena memiliki nilai p lebih besar dari 0,05. Kondisi ini
menunjukkan bahwa konstanta bukan faktor penjelas utama dalam model dan bahwa variasi persepsi
representasi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan pada variabel efektivitas kebijakan. Homola
(2022) menjelaskan bahwa representasi deskriptif perempuan dapat menghasilkan konsekuensi
terhadap perilaku pemerintahan, tetapi efek tersebut tetap bergantung pada struktur politik yang
memungkinkan keterwakilan diterjemahkan menjadi tindakan. Temuan tersebut mendukung
pembacaan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga politik perlu dikaitkan dengan efektivitas
mekanisme yang membuka dan mempertahankan akses mereka terhadap jabatan politik.

Koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa 51,9% variasi persepsi masyarakat
mengenai representasi politik perempuan dapat dijelaskan oleh persepsi terhadap efektivitas kebijakan
kuota 30%. Proporsi tersebut menunjukkan daya jelas model yang substansial karena lebih dari
separuh variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh satu variabel independen yang diuji dalam
penelitian. Acheampong et al. (2024) memperlihatkan bahwa keberadaan kuota gender dapat
membawa konsekuensi yang lebih luas terhadap posisi perempuan dalam kehidupan publik,
sedangkan Piscopo dan Vazquez Correa (2024) menunjukkan bahwa penguatan kuota secara bertahap
dapat menggeser representasi dari sekadar ambang minimum menuju bentuk kesetaraan yang lebih
substantif. Besarnya nilai R? dalam penelitian ini karena itu menunjukkan kuatnya posisi persepsi
efektivitas kebijakan sebagai salah satu determinan utama dalam pembentukan penilaian publik
terhadap representasi perempuan.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Komponen Analisis Nilai Interpretasi

Konstanta 1,287 Tidak signifikan secara statistik (p > 0,05)

Koefisien regresi 0,885 Pengaruh positif terhadap variabel Y

variabel X

Persamaan regresi Y = 1,287 + Peningkatan efektivitas kebijakan diikuti peningkatan
0,885X representasi politik

t-hitung 11,130 Menunjukkan pengaruh parsial yang kuat

Signifikansi koefisien 0,000 Signifikan pada a < 0,05

R Square (R?) 0,519 Model menjelaskan 51,9% variasi variabel Y

Variasi di luar model 48,1% Dipengaruhi faktor lain di luar variabel X

F-hitung 123,882 Model regresi layak secara simultan

Signifikansi F 0,000 Model signifikan secara statistik

Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS, 2026).

Nilai F-hitung sebesar 123,882 dengan signifikansi 0,000 memperlihatkan bahwa model regresi
secara keseluruhan memiliki kelayakan statistik untuk menjelaskan hubungan antara efektivitas
kebijakan kuota dan representasi politik perempuan. Signifikansi tersebut menunjukkan bahwa model
yang digunakan bukan sekadar menghasilkan hubungan kebetulan, tetapi memiliki kemampuan
eksplanatori yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Spaziani (2022) menunjukkan bahwa
kuota gender dapat menurunkan hambatan struktural bagi perempuan dalam kompetisi elektoral,
khususnya ketika desain kebijakan secara efektif memengaruhi peluang keterpilihan. Hasil penelitian
ini sejalan dengan pandangan tersebut karena semakin efektif kebijakan dipersepsikan, semakin
positif pula masyarakat menilai keberhasilan representasi perempuan.
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Efektivitas kebijakan kuota juga perlu dilihat melalui kemampuan partai politik dalam
menerjemahkan aturan formal menjadi proses rekrutmen yang kompetitif dan tidak diskriminatif.
Jankowski dan Rehmert (2025) menunjukkan bahwa proses seleksi dan penempatan kandidat
perempuan oleh elite partai tetap menjadi faktor krusial dalam sistem representasi proporsional karena
pemenuhan jumlah kandidat tidak selalu menjamin posisi elektoral yang menguntungkan. Weeks dan
Masala (2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan kuota dapat memperbesar inklusi perempuan
dalam politik lokal ketika mekanisme institusional benar-benar membatasi dominasi laki-laki dalam
proses pencalonan. Hasil regresi penelitian ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa masyarakat
menilai keberhasilan kuota melalui kualitas implementasinya oleh partai, bukan semata-mata melalui
kepatuhan administratif terhadap angka minimum 30%.

Hubungan positif yang ditemukan juga memperlihatkan bahwa legitimasi politik perempuan
sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap proses yang memungkinkan perempuan
memperoleh akses ke parlemen. Krook (2025) menegaskan bahwa penelitian mengenai kuota gender
telah berkembang dari persoalan jumlah menuju pertanyaan tentang implementasi, kualitas
representasi, dan konsekuensi politik dari mekanisme afirmatif. Mori et al. (2025) menunjukkan
bahwa sistem kuota tidak hanya memengaruhi jumlah perempuan yang masuk dalam politik, tetapi
juga dapat memengaruhi karakter individu yang berhasil menjadi aktor politik. Persepsi bahwa sistem
kuota bekerja secara kredibel karena itu dapat menjadi faktor yang meningkatkan penerimaan
masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan sebagai representasi yang sah dan kompeten.

Temuan sebesar 51,9% sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas kuota tidak menjadi satu-
satunya faktor yang menjelaskan persepsi representasi politik perempuan karena masih terdapat
48,1% variasi yang berasal dari faktor lain di luar model penelitian. Faktor tersebut secara teoritis
dapat berkaitan dengan budaya patriarki, perilaku partai, sumber daya kampanye, media, kompetensi
kandidat, jaringan politik, dan pengalaman masyarakat terhadap kinerja legislator perempuan. Shiran
(2024) memperlihatkan bahwa peningkatan representasi perempuan dapat memunculkan bentuk
backlash yang menghambat penerimaan sosial terhadap politisi perempuan, sedangkan Weeks et al.
(2023) menunjukkan bahwa strategi partai dapat menentukan kapan dan dalam kondisi apa
perempuan benar-benar memperoleh ruang dalam struktur representasi. Nilai residual 48,1% karena
itu tidak melemahkan temuan utama, tetapi justru menunjukkan kompleksitas faktor yang membentuk
penilaian masyarakat terhadap representasi politik perempuan.

Temuan penelitian juga dapat dibaca sebagai pergeseran dari konsep representasi deskriptif
menuju representasi yang dinilai memiliki pengaruh substantif. Prodip et al. (2025) menunjukkan
bahwa kuota gender pada pemerintahan lokal perlu dianalisis dari kemampuan perempuan yang
terpilih untuk menjalankan fungsi representasi substantif, bukan hanya dari keberadaan mereka secara
numerik. Kaur dan Philips (2023) menambahkan bahwa efek kuota terhadap representasi numerik
dapat meluas melampaui target awalnya, tetapi besarnya dampak dipengaruhi oleh struktur institusi
serta dinamika politik setempat. Persepsi positif masyarakat terhadap efektivitas kebijakan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akses yang dihasilkan kuota cenderung diterjemahkan
oleh publik sebagai indikasi meningkatnya kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan.

Hasil regresi secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa efektivitas kebijakan kuota 30%
perempuan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi mengenai representasi politik
perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029. Koefisien positif sebesar 0,885, nilai t
sebesar 11,130, signifikansi 0,000, nilai R? sebesar 0,519, serta F-hitung sebesar 123,882 secara
konsisten menunjukkan arah dan kekuatan hubungan yang mendukung hipotesis penelitian. Su dan
Chen (2025) serta Piscopo dan Vazquez Correa (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan
kuota sangat bergantung pada kemampuan sistem politik mengubah kewajiban formal menjadi
peningkatan representasi yang berkelanjutan dan semakin setara. Temuan ini menegaskan bahwa
penguatan kebijakan afirmatif seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan angka 30%, tetapi perlu
diarahkan pada peningkatan kualitas rekrutmen, peluang keterpilihan, posisi politik, dan kapasitas
perempuan dalam memengaruhi proses legislasi.

Faktor Residual dan Implikasi Penguatan Representasi Politik Perempuan
Nilai koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas
kebijakan kuota 30% mampu menjelaskan 51,9% variasi persepsi masyarakat mengenai representasi
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politik perempuan, sedangkan 48,1% sisanya berada di luar model penelitian. Proporsi residual
tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
aturan afirmatif, tetapi juga oleh struktur sosial, pola rekrutmen partai, kapasitas kandidat, sumber
daya politik, budaya patriarki, dan respons masyarakat terhadap perempuan sebagai aktor politik.
Phillips (1991) menempatkan kehadiran kelompok yang selama ini kurang terwakili sebagai bagian
penting dari demokrasi inklusif, tetapi keberadaan tersebut tetap harus ditopang oleh kondisi
kelembagaan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara bermakna. Temuan penelitian ini
karena itu menegaskan bahwa kuota 30% merupakan instrumen pembuka akses yang penting, namun
bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas akhir representasi perempuan.

Hambatan budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan bagian variasi di
luar model karena norma sosial mengenai kepemimpinan masih dapat memengaruhi cara perempuan
dinilai dalam kompetisi politik. White et al. (2024) menunjukkan bahwa patriarki politik tetap
memiliki peran dalam pembentukan sikap terhadap representasi perempuan di Indonesia, sehingga
peningkatan jumlah kandidat belum otomatis menghapus bias terhadap kepemimpinan politik
perempuan. Dharmayudha (2024) juga menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD
Provinsi DKI Jakarta masih berhadapan dengan persoalan ketahanan demokrasi dan struktur politik
yang belum sepenuhnya setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kuota
perlu diikuti perubahan kultural agar akses formal yang diberikan negara tidak terhambat oleh
stereotip gender ketika kandidat memasuki arena kompetisi elektoral.

Partai politik merupakan faktor eksplanatori lain karena institusi inilah yang menentukan proses
awal rekrutmen, kaderisasi, pencalonan, dan distribusi dukungan kepada kandidat perempuan. Krook
(2009) menjelaskan bahwa kuota legislatif bekerja melalui mekanisme institusional yang memaksa
aktor politik membuka akses terhadap perempuan, tetapi hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh cara
partai menerapkan aturan tersebut. Sari (2022) menunjukkan bahwa pengalaman keterwakilan
perempuan dalam DPRD DKI Jakarta berkaitan erat dengan proses politik partai, sedangkan Ruriana
et al. (2023) menegaskan pentingnya peran partai dalam menjelaskan perkembangan representasi
perempuan di parlemen Indonesia. Pemenuhan kuota 30% karena itu akan kehilangan daya
transformasinya apabila partai hanya memenuhi jumlah minimum kandidat tanpa memberikan posisi
kompetitif, pendidikan politik, jaringan, serta dukungan kampanye yang setara.

Dimensi kualitas kandidat juga perlu diperhitungkan dalam menjelaskan 48,1% variasi yang
tidak dijangkau model penelitian. Aldrich dan Daniel (2024) menunjukkan bahwa pembahasan
mengenai kuota gender dapat dikaitkan dengan kualitas dan kualifikasi anggota parlemen, sementara
Jankowski dan Rehmert (2025) memperlihatkan bahwa proses pemilihan dan peringkat kandidat
perempuan oleh elite partai berpengaruh terhadap peluang mereka dalam sistem representasi
proporsional. Damayanti et al. (2024) memandang kuota 30% di Indonesia sebagai kebijakan
afirmatif yang penting, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan implementasi yang tidak berhenti
pada pemenuhan persentase administratif. Efektivitas yang dirasakan masyarakat dengan demikian
sangat mungkin dipengaruhi oleh sejauh mana kandidat perempuan yang dicalonkan mempunyai
kapasitas politik, rekam jejak, akses sumber daya, serta peluang yang nyata untuk memenangkan
kontestasi.

Representasi politik juga perlu dibedakan antara keberadaan perempuan secara numerik dan
kemampuan perempuan bertindak dalam proses politik setelah memperoleh jabatan. Pitkin (1967)
membedakan representasi deskriptif dari representasi substantif, sehingga kesamaan karakteristik
antara wakil dan kelompok yang diwakili belum dengan sendirinya menjamin bahwa kepentingan
kelompok tersebut diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan. Prodip et al. (2025)
menunjukkan bahwa evaluasi kuota gender di pemerintahan lokal perlu memperhatikan representasi
substantif, sedangkan Homola (2022) memperlihatkan bahwa peningkatan representasi deskriptif
dapat berhubungan dengan perubahan perilaku pemerintahan. Kerangka tersebut sesuai dengan
instrumen penelitian ini yang tidak hanya mengukur peningkatan jumlah perempuan, tetapi juga
menilai pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan dan perhatian politik terhadap suara
perempuan.
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Tabel 4. Sintesis Seluruh Data Operasionalisasi, Karakteristik Responden, dan Hasil Pengujian

Empiris
Komponen Dimensi/Indikator Data/Nilai
Variabel X: Efektivitas Sosialisasi dan pengetahuan 1. Saya  mengetahui  adanya
Kebijakan Kuota 30% kebijakan (policy awareness) kebijakan kuota 30% perempuan
Perempuan dalam politik

Variabel Y: Representasi
Politik Perempuan

Jenis Kelamin

Kelompok Usia

Kota Administrasi

Domisili

Pendidikan Terakhir

Jumlah Sampel
Regresi
Sederhana

Linear

Implementasi dan kepatuhan
aktor (policy compliance)

Dampak dan output kebijakan
(policy impact)

Efektivitas sistem kebijakan
(policy effectiveness)

Urgensi dan relevansi kebijakan
(policy relevance)

Skala pengukuran

Representasi deskriptif/numerik
(descriptive representation)
Representasi deskriptif/numerik
(descriptive representation)
Representasi substantif/kualitas

pengaruh (substantive
influence)
Representasi substantif/kualitas
pengaruh (substantive
influence)

Evaluasi keterwakilan sistemik
(systemic evaluation)

Skala pengukuran
Laki-laki
Perempuan

17-20 tahun
21-25 tahun
2630 tahun

> 30 tahun
Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Jakarta Barat

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Kepulauan Seribu
SMA/Sederajat

Diploma (D1/D2/D3/D4)
Sarjana (S1)
Pascasarjana (S2 atau
tinggi)

Total

Persamaan regresi

lebih

Konstanta

2. Partai politik telah menjalankan
kebijakan kuota 30% perempuan
dalam pencalonan legislatif

3. Kebijakan kuota 30% perempuan
telah meningkatkan jumlah calon
legislatif perempuan

4. Kebijakan kuota 30% perempuan
berjalan dengan efektif di Indonesia
5. Kebijakan kuota 30% perempuan
merupakan kebijakan yang penting
dalam politik

Likert 1-5

1. Perempuan sudah cukup terwakili
dalam lembaga legislatif

2. Jumlah perempuan di lembaga
politik saat ini sudah meningkat

3. Kehadiran perempuan dalam
politik memberikan pengaruh dalam
pengambilan keputusan

4. Suara perempuan dalam politik
telah diperhatikan dengan baik

5. Representasi politik perempuan di
Indonesia sudah berjalan dengan
baik

Likert 1-5

34 responden (29,06%)

83 responden (70,94%)

21 responden (17,95%)

59 responden (50,43%)

23 responden (19,66%)

14 responden (11,97%)

37 responden (31,62%)

25 responden (21,37%)
24 responden (20,51%)
22 responden (18,80%)
9 responden (7,69%)
0 responden (0,00%)
35 responden (29,91%)
4 responden (3,42%)
75 responden (64,10%)
3 responden (2,56%)

117 responden (100,00%)
Y =1,287 + 0,885X

1,287; tidak signifikan (p > 0,05)
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Koefisien X 0,885; arah positif
t-hitung 11,130
Signifikansi koefisien 0,000 (< 0,05)

R Square (R?) 0,519

Variasi yang dijelaskan model 51,9%

Variasi di luar model 48,1%

F-hitung 123,882
Signifikansi F 0,000

Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS, 2026).

Sintesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa konstruksi variabel penelitian telah mencakup
proses kebijakan dari pengetahuan masyarakat, kepatuhan partai, dampak pencalonan, efektivitas
implementasi, hingga relevansi kebijakan, kemudian menghubungkannya dengan dimensi deskriptif
dan substantif representasi perempuan. Struktur indikator tersebut penting karena efektivitas kuota
tidak hanya dinilai dari pengetahuan responden mengenai keberadaan aturan, tetapi juga dari penilaian
apakah partai menjalankannya dan apakah kebijakan menghasilkan peningkatan kandidat perempuan.
Hasil empiris yang menunjukkan koefisien 0,885 dengan signifikansi 0,000 memperlihatkan bahwa
konstruksi persepsi efektivitas tersebut mempunyai hubungan positif dengan evaluasi masyarakat
terhadap representasi perempuan. Goérecki dan Pierzgalski (2022) serta Kaur dan Philips (2023)
menunjukkan bahwa dampak kuota terhadap representasi numerik sangat berkaitan dengan desain dan
pelaksanaan kebijakan, sehingga pengukuran yang mencakup beberapa dimensi tersebut memiliki
dasar teoritis yang kuat.

Komposisi sampel pada tabel juga memperlihatkan bahwa interpretasi hasil penelitian perlu
ditempatkan pada karakteristik 117 responden yang didominasi perempuan sebesar 70,94%,
kelompok usia 21-25 tahun sebesar 50,43%, serta lulusan Sarjana sebesar 64,10%. Dominasi
kelompok perempuan muda dan berpendidikan tinggi dapat memperbesar sensitivitas responden
terhadap persoalan kesetaraan, tetapi tidak berarti bahwa seluruh masyarakat DKI Jakarta memiliki
struktur persepsi yang identik. Kim dan Fallon (2023) menunjukkan bahwa visibilitas perempuan
melalui kuota dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap perempuan dalam politik, sementara
Venturini (2025) menempatkan pengetahuan politik sebagai salah satu konsekuensi yang relevan
dalam evaluasi kebijakan kuota. Tidak adanya responden dari Kepulauan Seribu sebesar 0,00% juga
perlu dicatat sebagai keterbatasan distribusi wilayah sehingga generalisasi hasil sebaiknya tetap
dilakukan secara hati-hati.

Faktor media dan reaksi sosial terhadap meningkatnya posisi perempuan dapat turut
menjelaskan bagian residual yang tidak tercakup dalam model. Shiran (2024) menunjukkan bahwa
peningkatan kehadiran perempuan dapat memunculkan backlash melalui pembentukan kepanikan
moral atau bentuk resistensi sosial, sedangkan Kim dan Kweon (2022) memperlihatkan adanya
kemungkinan penolakan terhadap kuota gender ketika kelompok tertentu memandang kebijakan
afirmatif sebagai ancaman terhadap posisi mereka. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa
efektivitas formal sebuah aturan belum tentu menghasilkan penerimaan sosial secara seragam karena
masyarakat dapat memberikan respons yang berbeda terhadap meningkatnya keterlibatan perempuan.
Nilai residual sebesar 48,1% membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel
seperti orientasi gender, paparan media, identifikasi partisan, tingkat pengetahuan politik, budaya
politik, dan penilaian terhadap kinerja legislator perempuan.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian terutama tertuju pada partai politik sebagai aktor yang
menentukan apakah kuota berfungsi secara substantif atau berhenti sebagai persyaratan administratif.
Nilai koefisien sebesar 0,885 memperlihatkan bahwa persepsi terhadap kualitas implementasi
kebijakan memiliki hubungan yang kuat dengan penilaian terhadap representasi, sehingga partai perlu
memperkuat kaderisasi, seleksi kandidat, dukungan kampanye, dan akses perempuan terhadap posisi
strategis. Weeks dan Masala (2023) menunjukkan bahwa desain kuota dapat meningkatkan inklusi
perempuan dalam politik lokal ketika aturan tersebut benar-benar mengubah mekanisme akses,
sedangkan Fernandes et al. (2024) menegaskan bahwa kompetisi politik memengaruhi tingkat
efektivitas kuota gender. Penguatan kebijakan di masa mendatang karena itu perlu bergeser dari
pendekatan yang hanya menghitung persentase kandidat menuju mekanisme yang memastikan
kandidat perempuan memperoleh peluang elektoral dan dukungan kelembagaan yang sebanding.
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Implikasi berikutnya berkaitan dengan posisi perempuan setelah terpilih karena keberhasilan
afirmasi tidak dapat dinilai semata-mata dari masuknya perempuan ke lembaga legislatif.
Acheampong et al. (2024) menunjukkan bahwa representasi perempuan dapat memiliki konsekuensi
yang lebih luas terhadap kesetaraan sosial, sedangkan Mechkova et al. (2024) menghubungkan
representasi politik perempuan dengan tata kelola pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam
DPRD Provinsi DKI Jakarta, efektivitas jangka panjang kebijakan afirmatif perlu tercermin pada
keterlibatan anggota perempuan dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran,
pengawasan pemerintahan, serta posisi strategis dalam alat kelengkapan dewan tanpa pembatasan
berbasis stereotip gender. Representasi substantif seperti ini menjadi tahap penting untuk mengubah
keberhasilan akses formal menjadi manfaat politik yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat.

Keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa kebijakan kuota 30% perempuan memiliki dasar
empiris yang kuat sebagai salah satu faktor pembentuk persepsi positif terhadap representasi politik
perempuan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada lingkungan politik yang lebih luas. Nilai R?
sebesar 0,519 menunjukkan kontribusi yang substansial, sementara residual 48,1% menegaskan
bahwa penguatan representasi membutuhkan intervensi pada struktur partai, budaya politik, kualitas
kandidat, sumber daya elektoral, penerimaan publik, dan kinerja setelah perempuan memperoleh
jabatan. Piscopo dan Vazquez Correa (2024) memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif dapat
berkembang dari ambang minimum menuju paritas ketika penguatan regulasi dilakukan secara
berkelanjutan, sedangkan Su dan Chen (2025) menunjukkan pentingnya efektivitas kuota dalam
jangka waktu yang lebih panjang. Temuan penelitian ini akhirnya menempatkan kuota 30% bukan
sebagai tujuan akhir representasi perempuan, tetapi sebagai instrumen kelembagaan yang
efektivitasnya harus diukur dari kemampuan membuka akses, meningkatkan keterpilihan,
memperkuat pengaruh politik, dan menghasilkan representasi substantif yang diakui masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan kuota
30% perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi representasi politik perempuan
di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029. Hasil regresi linear sederhana menghasilkan
koefisien regresi sebesar 0,885 dengan nilai t-hitung 11,130 dan signifikansi 0,000, yang
menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian masyarakat terhadap efektivitas kebijakan kuota,
semakin positif pula penilaian mereka terhadap keterwakilan politik perempuan. Nilai koefisien
determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kuota mampu menjelaskan
51,9% wvariasi persepsi terhadap representasi politik perempuan, sedangkan 48,1% sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan
afirmatif memiliki peran penting dalam membuka akses politik bagi perempuan sekaligus membentuk
legitimasi publik terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Efektivitas kebijakan kuota 30% tidak cukup diukur melalui terpenuhinya jumlah minimum
perempuan dalam daftar calon legislatif, tetapi perlu dinilai dari kemampuan kebijakan tersebut
menghasilkan peluang keterpilihan, posisi politik yang strategis, serta keterlibatan substantif
perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Partai politik perlu memperkuat
kaderisasi, seleksi kandidat, pendidikan politik, dukungan kampanye, dan distribusi sumber daya
secara setara agar kuota tidak berhenti sebagai persyaratan administratif. Faktor residual sebesar
48,1% juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan budaya patriarki, kualitas kandidat, sumber
daya elektoral, media, perilaku partai, dan penerimaan masyarakat dalam menjelaskan representasi
perempuan secara lebih komprehensif. Penguatan kebijakan afirmatif pada masa mendatang perlu
diarahkan dari sekadar pencapaian representasi numerik menuju representasi substantif yang
memungkinkan perempuan memiliki pengaruh nyata terhadap pembentukan kebijakan publik.
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